
b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu
mengubah dan menyesuaikan Peraturan Daerah
Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah
Provinsi Papua Barat;

memperluas tugas dan fungsi pelayanan Satuan
Kerja Perangkat Daerah guna mendorong
tercapainya tingkat kesejahteraan dan taraf hidup
masyarakat, dipandang perlu menata kelembagaan
Perangkat Daerah dengan menyesuaikan
nomenklatur sesuai kebutuhan;

meningkatkan danrangkaMenimbang : a. bahwa dalam

GUBERNUR PAPUA BARAT,

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2009

--TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT

TENTANG

NOMOR 14 TAHUN 2012

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
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2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Irian JavaTengah, Provinsi Irian
Java Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Java dan Kota Sorong (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173,
Tambahan lembaran NegaraRepublik Indonesia Nemor
3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Provinsi Irian JClVaTengah, Provinsi Irian
Java Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika,
Kabupaten Puncak Java dan Kota Sorong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72,
Tambahan LembaranNegaraRepublik Indonesia Nornor

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok­
pokok Kepegawaian (lembaran Negara Tahun 1974
Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3041), sebagalmana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 169, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3890);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua Barat;
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5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemeritahan Daerah (lembaran Negara Republik

Republik IndonesiaTambahan lembaran Negara
Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-UndangNomor 12Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerah (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (lemb~ran
Negara Republik IndonesiaTahun 2001 Nomor 135,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 200S tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­
Undang Nomor 1 Tahun 200S tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Gtonomi Khususbagi Provinsi Papua menjadi Undang­
Undang (lembaran Negara Republik IndonesiaTahun
2008 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor 4884)

3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
IndonesiaNomor 01S/PUU-1/2003;
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11.Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4
Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas­
Dinas Daerah Provinsi Papua Barat (lembaran Daerah
Provinsi PapuaBaratTahun 2009 Nomor 34);

10.Peraturan Daerah Provinsi PapuaBarat Nomor 1 Tahun
2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi
Kewenangan Provinsi Papua Barat (lembaran Daerah
Provinsi PapuaBaratTahun 20m Nomor 31);

9. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Namor 53 Tahun
2011 tentang pembe"tukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan
lembaran NegaraRepublik IndonesiaNomor 4741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2G07 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Pravinsi dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan lembaran
NegaraRepublik IndonesiaNomor 4737);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);
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BAB"
PEMBENTUKAN

Pasal2
(I) Dinas Daerah Provinsi Papua Sarat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) sebagai berikut:
a. Dinas Pendidikan;

b. Dinas Pemuda dan Olahraga;
c. Dinas Kesehatan;

d. Dinas Pekerjaan Umum;

e. Dinas Perumahan;
f. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Infomatika;

Pasall

Seberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat
Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dlnas
Daerah Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat
Tahun 2009 Nomor 34), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB" PEMBENTUKAN, Pasal 2 ayat (2) ditambah 3 (tiga)
dinas, sehingga Pasal 2 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAN ATAS
PERATURANDAERAH PROVINSI PAPUA SARAT NOMOR 4
TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS-DINAS DAERAH PROVINSI PAPUA SARAT.

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

dan
GUBERNUR PAPUA BARAT
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II

Pasal138

Untuk melaksanakantugas sebagaimanadimaksud dalam Pasal 13A,
DinasPerumahanmempunyai fungsi :
a. penyusunan program dan anggaran, ketatausahaan, urusan rumah

tangga, kepegawaian, hukum dan organisasi hubungan
masyarakat;

Paragraf 4A

Dinas Perumahan

Pasal 13A

Dinas Perumahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi
desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang
perumahan dan permukiman serta meiaksanakan tugas lain yang
diberikan oleh Gubernur.

2. Ketentuan Ketentuan BAB III KEDUDUKAN,TUGAS DAN FUNGSI,
ditambah 1 (satu) paragraf dan 2 pasal, yakni Paragraf 4A Pasal13A
dan Pasal13Bsehinggaberbunyi sebagaiberikut

g. DinasKebudayaandan Pariwisata;
h. DinasKoperasidan UsahaMikro, Kedl dan Menegah;
i. DinasPerindustrian dan Perdagangan;
j. DinasPertambangandan Energi;
k. DinasKehutanan;
I. DinasPerkebunan;
m.DinasTanaman Pangandan Hortikultura;
n. DinasPerternakan dan KesehatanHewan;
o. DinasKelautandan Perikanan;
p. DinasKependudukan,TenagaKerja dan Transmigrasi;
q. DinasSosial;
r. DinasPendapatanDaerah;
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Paragraf 10
Dinas Kehutanan

Pasal 24

DinasKehutananmempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan

pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi, desentralisasi,

dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang kehutanan serta

melaksanakantugas lain yang diberikan Gubernur.

3. Paragraf 10 Pasal24 dan Pasal25 diubah dan ditambah 1 paragraf
dan 2 pasal baru, yakni Paragraf lOA Pasal 2SA dan Pasal 258
sehinggaberbunyi sebagiberikut:

b. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi,
verifikasi, ganti rugi dan perlengkapan;

c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan sistem
pembiayaan, pelaksanaankerjasamapembiayaan dan pelaksanaan
investasi;

d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi pelaksanaan
pengembangansistem perumahan, penvediaan perumahan formal
dan perumahan swadaya;

e. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi perundang-
undangan perumahan, penyelesaian pengawasan dan
pengendalian perundang-undangan;

f. perumusan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan strategis dan
cvaluasi pelaksanaanperselisihan penataan ruang kawasan;

g. pengelolaan unit pelaksanateknis dinas;
h. pembinaan jabatan fungsional.
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Pasal25B

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25A, DinasPerkebunanmempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan;
b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas

kabupaten/kota di bidang perkebunan;

c. pernbinaan teknis di bidang perkebunan;
d. pengelolaan unit pelaksanateknis dinas;

Dinas Perkebunan mempunyai tugas pokok rr.enyelenggarakan

urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonorni,

desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di bidang

perkebunan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh

Gubernur.

Paragraf lOA

Dinas Perkebunan
Pasal25A

Pasal25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24, DinasKehutananmempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan;
b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas

kabupaten/ kota di bidang kehutanan;
c. pembinaan teknis di bidang kehutanan;
d. pengelolaan unit pelaksanateknis dinas;
e. pembinaan jabatan fungsional;
f. pelaksanaanurusan ketatausahaan.
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Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimanadimaksud dalam Pasal
26, DinasTanaman Pangandan Hortikultura mempunyai fungsi:
a. perurnusan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan dan

hortikultura;
b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas

kabupaten/kota di bidang tanaman pangandan hortikultura;
c. pembinaan teknis di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
d. pengelolaan unit pelaksanateknis dinas;
e. pembinaan jabatan fungsional;
f. pelaksanaanurusan ketatausahaan.

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas pokok

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas

otonomi, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di

bidang tanaman pangan dan hortikultura serta melaksanakan tugas

lain yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal27

Paragraf 11
Dinas Tanaman Pangaa dan Hortikultura

Pasal26

4. Ketentuan Paragraf 11 Pasal26 dan Pasal27 diubah dan ditambah 1
paragraf dan 2 pasal baru, yakni Paragraf 11A Pasal 27A dan Pasal
27Bsehinggaberbunyi sebagi berikut:

e. pembinaanjabatan fungsional;
f. pelaksanaanurusan ketatausahaan.
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Bagian Keempat A
Dinas Perumahan

Pasal39A

(1)SususnanOrganisasidan Tata KerjaDinasPerumahan terdiri dari:
a. KepalaDinas;
b. Sekretariat, membawahkan:

S. Ketentuan BAS IV SUSUNANORGANISASIBagian Keempat Pasal 39
dan Pasal40, disisipkan 1 (satu)pasaldan 2 (dua) ayat yakni Pasal39A
sehinggaberbunyi sebagi berikut:

Pasal27B

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
27A, DinasPeternakan dan KesehatanHewan mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan dan kesehatan

hewan;
b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum Iintas

kabupatenj kota di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
c. pembinaan teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
d. pengelolaan unit pelaksanateknis dinas;
e. pembinaan jabatan fungsional;
f. pelaksanaanurusan ketatausahaan.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok
menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas
otonomi, desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di
bidang peternakan dan kesehatan hewan serta melaksanakan tugas
lain yang diberikan oleh Gubernur.

Paragraf l1A
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal27A
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(2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perumahan sebagaimana
tercantum pada Lampiran IV A dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2) Sub Bagian Keuangan;

3) Sub Bagian Perencanaan.
c. Bidang Pembiayaan, membawahkan:

1) Seksi Pengembangan Sistem Pembiayaan;

2) Seksi Kerjasama Pembiayaan;
3) Seksi Investasi.

d. Bidang Perumahan Formal dan Swadaya, membawahkan :

1) Seksi Pengembangan Sistem Perumahan;
2) Seksi Penyediaan Perumahan Formal;
3) Seksi Penyediaan Perumahan Swadaya.

e. Bidang Pembinaan Perundang-Undangan Perumahan dan

Pertanahan, membawahkan :
1) Seksi Perencanaan dan Sosialisasi Perundang-undangan

Perumahan;
2) Seksi Penyelesaian Sengketa;
3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Perundang-undangan.

f. Bidang Pengendalian dan rengawasan Kawasan Perumahan,

membawahkan :
1) Seksi Pemanfaatan Ruang;
2) Seksi Pengendalian Ruang;
3) Seksi Penyelesaian Perselisihan.

g. Unit Teknis Dinas (UPTD)

h. Kelompok Jabatan Fungsional.
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(1) Susunan Organisasi dan Tata Ke:rja Dinas Perindustrian

danPerdagangan, terdiri dari:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, membawahkan :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2) Sub Bagian Keuangan;

3) Sub Bagian Perencanaan.

c. Bidang Industri, membawahkan :

1) Seksi Industri Aneka, Kerajinan, Sandang dan Pangan;

2) Seksi Industri Agro dan Kimia;

3) Seksi Industri Logam Mesin dan Elektronika.

d. Bidang Perdagangan Luar Negeri, membawahkan :

1) Seksi Ekspor;

2) Seksi Impor;

3) Seksi Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri.

e. Bidang Perdagangan Dalam Negeri, membawahkan :

1) Seksi Bina Usaha, Dagang Kecil dan Menengah;

2) Seksi l.ogistik dan Sarana Perdagangan;

Bagian Kedelapan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Pasal43

6. Ketentuan BAB IV,SUSUNAN ORGANISASI, Bagian Kedelapan Pasal 43

ayat (l)dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
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a. KepalaDinas;

b. Sekretariat, membawahkan:

(1) SusunanOrganisasidan Tata Kerja DinasKehutanan, terdiri dari:

Bagian Kesepuluh

Dinas Kehutanan

Pasal45

7. Ketentuan BAB IV SUSUNANORGANISASIBagianKesepuluh Pasal45

diubah, dan disisipkan 1 (satu) pasal dan 2 (dua) ayat yakni, Pasai4SA

sehinggaberbunyi sebagaiberikut:

ini.

(2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan

Perdagangan sebagaimana tercantum pada lampiran VIII dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

Perusahaan;

3) Seksi?engawasandan PemberdayaanKonsumen.

g. Unit PelaksanaTeknisDinas (UPTD);

h. KelompokJabatan Fungsional.

Konsumen,

3) SeksiPengadaandan Distribusi.

f. Bidang Standarisasi dan Perlindungan

membawahkan :

1) SeksiPengawasanPeredaran Barangdan Jasa;

2) Seksi Bina Pengawasan Metrologi dan Wajib Daftar
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1) Seksi Pengamanan Hutan;

2) Seksi Perlindungan dan Konservasi Alam;

3) Seksi Perundang-Undangan Kehutanan.

f. Bidang Pembinaan Hutan, membawahkan:

1) Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan;

2) Seksi Aneka Usaha Kehutanan;

3) Seksi Pembinaan Masyarakat Desa Hutan.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

memambawahkan :

Hutan,PerlindungandanPengamanane. Bidang

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2) Sub Bagian Keuangan;

3) Sub Bagian Perencanaan.

c. Bidang Inventarisasi dan Tata Guna Hutan, membawahkan:

1) Seksi Tata Guna Hutan;

2) Seksi Inventarisasi dan Perpetaan;

3) Seksi Monitoring dan Evaluasi Kawasan.

d. Bidang Produksi dan Peredaraan Hasil Hutan, membawahkan:

1) Seksi Produksi Hasil Hutan;

2) Seksi Pereda ran Hasil Hutan, Peralatan & Tenaga Kerja;

3) Seksi luaran Kehutanan.
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a. KepalaDinas;

b. Sekretariat, membawahkan:

1) SubBagianUmum dan Kepegawaian;

2) SubBagianKeuangan;

3) SubBagianPerencanaan.

c. BidangSaranadan PrasaranaPerkebunan,membawahkan:

1) SeksiPerluasandan PengelolaanLahanPerkebunan;

2) SeksiAlat dan Mesin Perkebunan;

3) SeksiPembiayaan,Pupuk dan Pestisida.

d. BidangProduksi dan UsahaPerkebunan,membawahkan:

1) SeksiTanamanSemusim,Rempahdan Penyegar;

2) SeksiTanamanTahunan;

3) SeksiPerijinan dan UsahaPerkebunan.

e. BidangPerlindungan Perkebunan,membawahkan:

(1) SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan, terdiri

dari:

Bagian Kesepuluh A

Dinas Perkebunan

Pasal45A

(2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan

sebagaimana tercantum pada Lampiran X dan merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
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a. KepalaDinas;

(1) SusunanOrganisasi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan

Hortikultura, terdiri dari:

8. Ketentuan BAB IV SUSUNANORGANISASIBagianKesebelasPasal46

diubah, dan ditambah 1 (satu) bagian, 1(satu) pasal dan 2 (dua) ayat

yakni Pasal46A sehinggaberbunyi sebagaiberikut:

Bagian Kesebelas

Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal46

(2) BaganOrganisasidan Tata Kerja DinasPerkebunansebagaimana

tercantum pada Lampiran X A dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

1) Seksi Identifikasi OPT(OrganismePenggangguTumbuhan);

2) SeksiPengendalianOPT(OrganismePenggangguTumbuhan);

3) SeksiGangguanUsahaPerkebunan.

f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan,

membawahkan:

1) SeksiPengolahanHasil Perkebunan;

2) SeksiPemasaranHasilPerkebunan;

3) SeksiPengembanganUsaha,Mutu dan Standarisasi.

g. Unit PelaksanaTeknis Dinas(UPTD).

h. KelompokJabatan Fungsional.
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ini.

(2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan dan

Hortikultura sebagaimana tercantum pada Lampiran XI dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).
h. Kelompok Jabatan Fungsional.

f. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan:
1) Seksi Rehabilitasi dan Pengembangan Lahan;
2) Seksi Sarana Pertanian (Alsiritan dan Pupes);
3) Seksi Pengelolaan Air dan Irigasi.

e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian,
membawahkan:
1) Seksi Pengolahan Hasil Pertanian;
2) Seksi Mutu dan Standarisasi;
3) Seksi Pemasaran Hasil,

d. Bidang Hortikultura, membawahkan:
1) Seksi Tanaman Sayurandan Biofarmaka;
2) Seksi Pengembangan Tanaman Buah;
3) Seksi Tanaman Hias.

c. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan:
1) Seksi Pengembangan Padi;
2) Seksi Pengembangan Jagung dan Serealia Lainnya;
3) Seksi Penegmbangan Umbi-Umbian dan' Kacang-Kacangan.

b. Sekretariat, membawahkan:
1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2) Sub Bagian Keuangan;
3) Sub Bagian Perencanaan.
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2) Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Kesehatan Hewan;

3) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

d. Bidang Produksi Ternak, membawahkan:

1) Seksi Perbibitan Ternak;

2) Seksi Budi Daya Ternak;

3) Seksi Pakan Ternak.

e. Bidang Agribisnis Peternakan, membawahkan:

1) Seksi Penjaminan dan Standarisasi;

2) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;

3) Seksi Bina Usaha dan Kerjasama Penelitian.

Hewan;

a. Kepala Dinas:

b. Sekretariat, membawahkan:

1) Sub Bagian Umum dan Kepeeawaian;

2) Sub Bagian Keuangan;

3) Sub Bagian Perencanaan.

c. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet, membawahkan:

1) Seksi Pengawasan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

(1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan, terdiri dari:

Bagian Kesebelas A
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Pasal46A
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GUBERNUR PAPUA BARAT,

ttd

ABRAHAM O. ATURURI

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 31 Desember 2012

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Provinsi Papua Barat.

Pasalll

ini.

(2) Bagan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan sebagaimana tercanturn pada Lampiran XI A dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah

f. BidangPrasarana dan Sarana Peternakan, membawahkan:

1) Seksi Peralatan Mesin dan Teknologi;

2) Seksi Perluasan dan Optimalisasi lahan;

3) Seksi Pengelolaan Air.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

HIMPUNAN PERAnJRAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT III



Tembusan Kepada Yth.
1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Keuangan di Jakarta;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta;
4. Kepala BKN di Jakarta;
5. Para Bupati/ Walikota Se Provinsi Papua Barat;
6. Ketua DPRPBdi Manokwari;
7. Kepala SKPDdi Lingkungan Provinsi Papua Barat.

KEPALA BIRO HUKUM,

SZzt.
Pembina TK.I

NIP. 19570830 1982031005

Salinan sesuai dengan aslinya

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARATTAHUN 2012 NOMOR 69

••II

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,

ttd
MARTHEN LUTHER RUMADAS

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 31 Desember 2012
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Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah
dibantu oleh perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang
membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam
sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk
Inspektorat, unsur Perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan,
unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan
pelaksanaankebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam
LembagaTeknis Daerah serta unsur pelaksanaanurusan daerah yang
diwadahi dalam DinasDaerah.

Dasarutama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu
organisasi adalah adanva urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan
pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan
pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Dengan perubahan terminologi pembagian urusan
pemerintahan yang bersifat konkuren berdasarkan Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004, maka dalam implementasi kelembagaan
setidaknya terwadahi fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada
masing-masingtingkatan pemerintahan.

I. UMUM

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2009TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH

PROVINSI PAPUA BARAT

HIMPUNAN PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT



Pasal2S
CukupJelas

Pasal24A
CukupJelas

Angka 2
Pasal24

CukupJelas

Angka 1
Pasal 2

Ayat (2)
CukupJelas

Pasall

II. PASALOEMIPASAL

Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib,
diselenggarakan oleh Provinsi sedangkan penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang bersifat pilihan hanya dapat diselenggarakanoleh
daerah yang memiliki potensi unggulan dan kekhasan daerah, yang
dapat dikembangkan dalam rangkapengembanganekonomi daerah.

Hal ini dimaksudkan untuk efesiensi dan memunculkan sektor
unggulan masing-masing daerah sebagai upaya optimalisasi
pemanfaatan sumber daya daerah dalam rangka mempercepat
proses peningkatan kesejahteraan rakyat.

Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya
mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan
tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan
banyaknyatugas, luaswilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan
kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan
yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh
karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi Provinsi
PapuaBarat tidak senantiasasamaatau seragam.
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HIMPUNAN PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT .11II
Pasal25A

CukupJelas

Angka 3
Pasal26

Cukup Jelas

Pasal26A
Cukup Jelas

Pasal27
Cukup Jelas

Pasal27A
Cukup Jelas

Angka 4
Pasal35A

Cukup Jelas

Pasal35B
Cukup Jelas

Angka 5
Pasal43

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Angka 6
Pasal45

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

mE
~



TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARATNOMOR 66

HIMPUNAN PERAruRAN DAERAH PROVINSI PAPUA SARAT

Pasal II
Cukup Jelas

Angka 8
PasalSOA
Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal46A
Cukup Jelas

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Angka 7
Pasal46

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal4SA
Ayat (1)

Cukup Jelas
Ayat (2)

Cukup Jelas



ABRAHAM O. ATURURI

ttd

GUBERNUR PAPUA BARAT,

SEKSI
PENYElfSAJAN
PERSEUSI HAN

SEKSI
PENGENDAUAN RUANG

SEKSI
PEMANFAATANRUANG

BIDANGPENGfNDAUAN
DAN PENGAWASAN

KAWASANPfRUMAHAN

SEKSI
PENGAWASANDAN

PENGENDAUAN PER-W-

SEKSI
PENYB..ESAlAN

SENGKETA

SEKSI PERENCANAAN
DAN SQSlAUSASIPfR­
UU-AN PERUMAHAN

BIDANG
PEM8INAAN PER-lAJ-AN

PfRUMAHAN

SUBBAGIAN
lMJM&

KEPEGAWAIAN

SEKRETARIAT

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

SEKSI
PENYEDIAAN

PERUMAHAN SWAOA VA

SEJ(SI
INVESTASI

SEKSI KERJASAMA
PEMBlAYAAN

C'rC'"T'OA DO.AOTAVAA ...

SEKSI
PENGEMBANGAN

BlDANG
PEMBlAYAAN

DINAS
PERUMAHAN

BAGAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PERUMAHAN PROVINSI PAPUA BARAT

lAMPlRAN NA PERDAPROVINSIPAPUABARAT
Nomor 14Tailun 2012
Tanggal 31 Desembe< 2012
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ABRAHAM O. ATURURI
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GUBERNUR PAPUA BARAT,
Salinan sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

£b:N~
Pembina TK.I

NIP. 19570830 198203 1 005

DlNAS
KEHUTANAN

I SEKRETARIAT IKElOMPOK JABATAN I
RJNGSIONAl II I

I II IISUB BAGIAN sue BAGIAN SUB BAGlAN
UMUM&. kElJANGAN PERfNCANAAN

KEPEGAWAIAN

I
BIOANG I ~~ BlOANG BIDANG

INVENTARISASI & PROOOKSI DAN PENGAMANAN DAN PEMBINMN HLITAN
TATA GUNA HUTAN

PERfDARAN HASIL HlJfAN PERlINDUNGAN i"fJTAN

J T I
~ 50:S1 SEJ(S! SEKSI

TATA GUNA HLITAN H SEKSI PENGAMANAN HUTAN 1- RfBOISASI DAN
PROOOKSI HASIL HlJfAN RfHABIUTASI LAHAN

~

SEKSJ SEKSI
INVENTARISAS1 DAN PERfDARAN HAS1L SEJ(S! SEKSI

PERP£TMN HLlTAN,PERAlATAN" PERlINDUNGAN DAN ANEKA USAHA
TEIW3A KfRlA KONSERVASI AI.AM KfHUTANAN

SEKSI SEKSI SEKSJ
MONITORJNG DAN lURAN KfHlJfANAN I'ERUNDANG-UNDANGAN 1 SEKSI

EVALUASIKAVo'ASAN KEHlITANAN PEMBINAAN
MASYARAKATDESA

HUTAN

I UPTD I

BAGAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS KEHUTANAN PROVINSI PAPUA BARAT

IJ'M>IRAN X PERDAPROVINSIPAPUABARAT
Nomo<14Tahun 2012
Tanggai31 Desember2012
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ABRAHAM O. ATURURl

ttd

GUBERNUR PAPUA BARAT,
Salinan sesuai aslinya

KE IRO HUKUM,

DINAS
PERKEBUNAN

I SEKRETARIAT

IIC".l.OMPQI( JABATAN IRJNGSIONAl I

I
SUB BAGIAN

II
SUB BAGIAN

II
SUB BAGIAN

IUMUM& KEUANGAN PERfNCANAAN
KfPEGAWAlAN

I
BIDANG BlDANG BIDANG BIDANG

$ARANA DAN PRSARANA P!\00Ut<S1 DAN USAHA PBUlNDUNGAN PENGOlAHAN DAN
PERKEBUNAN PERKEBUNAN PfRKEBUNAN PEMA5ARAN HASIL

PERJ<l'BUNAN

J I I

I
S!'KSI S!'KSI

PERLUASAN Df_~
~ TANAMAN~MUSIM,

SEKSI PENGOtAHAN HASI L
PENGELOLAAN lAHAN IDENTlFll<ASI OPT PE=BUNAN

PERJ<l'BUNAN REMPAH DAN PENYEOJ\

1 S!'K51 SEKSI

I H
S!'KSIALAT DAN MESIN TANAMAN TAHUNAN SEKSI

PERKEBUNAN PE~NOAllAN OPT PEMASARAN HASIL
PERJ<l'BUNAN

SEKSI SEKSI S!'KSI S!'KSI
PEMBIAYAAN, PUPUK GlNGGUAN USAHA PENGEMBANGAN

DAN PES11SIDA
PERlJINAN DAN PERKEBUNAN USAHA,MUTU DAN

USAHA PERKEBUNAN STANDAAlSASI

I UPTD

BAGAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI PAPUA BARAT

LAMPIRAN XA PEROAPROViNSIPAPUABARAT
Nomor 1~Tahun 2012
Tanggal 31 Desember 2012

••III
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ABRAHAM O. ATURURI
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GUBERNUR PAPUA BARAT,
KEPALA BIRO HUKUM,

DINAS
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

I I SEKRETARIAT IKElOMPOK JABATAN I
RJNGSIONAL I

SUBBAGIAN I [ SUB BAGIAN II ~IUMUM & KEUANGAN
KEPEGAWAIAN

I
BIDANG 81DANG BIDANG 8!DANG

TANAMANPANGAN HORTIKULTURA PfNGOlAHAN DAN SAAAAA DAN PRA5ARANA
PEMASARAN HASIl

PERTANIAN
I I J

~

SEKS! SEKSI SEKS!
SEKS! REHAB!LITAS! DAN

PENGEMIlANGAN PAD! TANAMAN SAYURAN PENGOLAHANHASlL PENGEMIlANGANDAN BIOfARMAKA PERTANlAN lAHAN

SEKS! I SEKSI

~

SEKSI SEKSI
PENGEMBANGAN )AGUNG PENGEMBANGAN SAAAAA PERTANI AN
DAN SfREAUA lAINNYA TANAMAN BUAH

MUTU DAN STANDAR!SASl

SEKSI SEKS!
SEKSI PE~KAS!L SEKS!PENGfMBANGAN TANAMAN HlAS

UMBI-UMIlIAN DAN PENGELOlAAANAIR
KACANG-KACANGAN DAN !RiGAS!

'---

I UPTD
Salinan sesuai aslinya

BAGAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

PROVINSI PAPUA BARAT

LAMPIRAN XI PERDAPROVINSIPAPUA BARAT
No.nor 14 Tahuo 2012
TanggaI 31 Desember 20 12
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ABRAHAM O. ATURURI
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GUBERNUR PAPUA BARAT,
Sallnan sesuai asllnya
KEPA IRO HUKUM,

DINAS
PffiRNAKAN DAN KESEHATANHEWAN

I SEKRETARIAT IKElOMPOK JABATAN I
RJNGSIONAL I

SUB BAGlAN

II
SUB BAGlAN

Ii
SUB BAGlAN

_I
UMUM& KEUANGAN ~ERENCANAAN

ICEPEGAWI>lAN

BIOANG BIDANG BIDANG B1DANG
KESEHATAN HEWAN PROOUKSITERNAK AGRIBISNIS PI1ASARANA DANSAflMIA

KESMAVET PETIRNAI<AN PETERNAKAN

I 1 I
SEKSI PfNGAWASAN,
PfNct'GAHAN DAN 1 SEKSI SEKSI SEKSI
PfM&RANT ASAN PfRBIBfTANTERNAK PENlAMINAN DAN 1- i'ERAJ.ATANME5IN

DANTEKNOLOGIPfNYAKfTHEWAN STANOAAlSASI

~

SEKSI

I
SEKSI SEKSIPfNGAWASANOBAT BUDIDAYA TERNAI( 5EKSI PfRlUASAN DANHEWANDAN PASO. PANEN DAN 0f'TlMAUSASILAHAN

KESEHATANHEWAN PENGOlAHAN HASIL

SEKSI
fF SEKSI

SEKSI
KESEHATAN PAKAN TERNAK BINA USAHA DAN SEKSI
MASYARAAAT KERJASAMA PENELITlAN PfNGElOlAAAN AIR
VETERINER

I UPTD

BAGAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

PROVINSI PAPUA BARA T

LAMPIRAN )(]A PERDAPROVINSIPAPUABARAT
Nomor 1~Tahun 2012
Tanggal31 Desemboc 2012
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ABRAHAM O. ATURURIO,SH
Pembina TK.I·

NIP. 195708301982031 005
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GUBERNUR PAPUA BARAT,

DINAS
PERINDUSTRlAN DAN PERDAGANGAN

I
I IKELOMPOK JAMTAN SEKRETARIAT

FUNGSIONAL II I I - I

SUBBAGlAN

II
SUB BAGlAN

II
SUB BAGlAN

IUMUM& KEUANGAN PERfNCANAAN
KEPEGAWAIAN

I
BIDANG

I
BIDANG BIDANG 81DANG

INDUSTRI PERDAGANGANLUAR PERDAGANGAN DAlAM STANDARlSASl DANNEGER! NEGERl PERUNDUNGAN KDNSUMEN

I I I
SCKSI

n
SCKSIINDUSTRI ANEKA SCKSI SEKSI

KERAJINAN SANDANG EKSPJR BlNA USAHA OAGANG KECIL - PENGAWASAN
PEREDAAAN BAAANGDAN PAN'jAN DAN MENENGAH DANJI>5A

l SCKSI SEKSI l SCKSISEKS1INDUSTRI AGRO DAN IMPOR 81NA PENGAWASANKJMJA LOGISTD< DAN SARANA MEffiCllOGI DANWOPPERDAGANGAN

SEKSI l SEKSI FASILlT AS!
SEKSI

INDUSTRI LDGAM PERDAGANGAN LUAR PENGAOAM: DAN SCKSI PENGAWASAN
MESIN D~N HEGER! DlSTRlBUSl DAN PEMBEROAYAAN

i'LEI<"TRONlKA KDNSUMEN

Salinan sesuai aslin a I UPTD

BAGAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

PROVINSI PAPUA BARAT

I...AA4PIRAN VIII PERDA PROVINSI PAPUA SARAT
Nomor 14 Tahun 2012
Tanggal 31 Desembe< 2012

HIMPUNAN PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT


